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Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrint.ahan Dae rah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

ten tang 
dalam 

1950 
Kee ii 

Tahun 
Kota 

Nornor 17 
Daerah-daerah 

1. Undang-Undang 
Pern bentukan 

Meriginga t 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan 
tertib administrasi ketentuan perpajakan Pajak Air Tanah, 
perlu mengatur mengenai masa Pajak Air Tanah; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan 
Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem 
dan Prosedur Pajak Air Tanah, perlu dilakukan 
penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah; 

Menimbang 

WALIKOTA SALATIGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 

2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR uu lAHUrl ;;i.cne 

WALIKOTA SALATIGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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1. Pasal 1 diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 
2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Salatiga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga 
Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur 
Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2011 
TENTANG SlSTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupatcn Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5960); 

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2011 Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); 

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42); 

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7); 

Menetapkan 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan 
dan/ a tau pemanfaatan air tanah. 

7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 
tariah atau bat.uan d ibawah perrnukaan tanah. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
dapat dikenakan pajak. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mernpunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

9a. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar 
bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang. 

9b. Pajak Air Tanah yang terutang adalah Pajak Air Tanah 
yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

10. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (SUMN), 
atau Sadan Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama 
dan dalam ben tuk a pa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

11. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah 
adalah tata cara pemungutan Pajak Air Tanah yang 
meliputi seluruh rangkaian proses yang harus 
dilakukan dalarn rangka menerima, menatausahakan, 
dan melaporkan Pajak Air Tanah. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkain kegiatan dimulai 
dari penghimpunan data objek pajak dan subjek 
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada 
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Air Tanah 
yang terutang. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok Pajak Air Tanah sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak Air Tanah atau 
Pajak Air Tanah tidak Lerutang dan tidak ada kredit 
pajak Air Tanah. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLS, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Pajak Air Tanah karena jumlah kredit Pajak Air Tanah 



lebih besar daripada Pajak Air Tanah yang terutang 
atau scha ru snya dibayar. 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan Pajak Air Tanah dan/ a tau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kckcliruan dalam penerapan ketentuan 
tcrtcntu dalarn peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam surat 
pemberitahuan Pajak Air Tanah terutang, SKPD, 
SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, 
atau surat keputusan keberatan. 

18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak 
Air Tanah tcrutang, SKPD, SKPDN, SKPDLB, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

19. Utang pajak adalah jumlah pajak yang masih harus 
dibayar termasuk sanksi administrasi berupa 
kenaikan pajak dan/ a tau bunga yang tercantum 
dalam surat kctetapan pajak. 

20. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh 
sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan 
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas 
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpundan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

22. Cekungan Air Tanah adalah untuk suatu wilayah yang 
dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua 
kejadian hidrogeologi seperti pengimbuhan, 
pengaliran, pelepasan Air Tanah berlangsung. 

23. Ekplorasi Air Tanah adalah Penyelidikan Air Tanah 
detail untuk menetapkan lebih teliti/ seksama ten tang 
sebaran dan karakteristik sumber air tersebut. 

24. Sumur produksi adalah sumur bor yang dibuat untuk 
mengambil Air Tanah satu atau lebih ekuifer. 

25. Surat Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang 
selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran 
Air Tanah dan Penurapan Mata Air. 

26. Surat Izin pcngambilan Air Tanah yang selanjutnya 
disingkat SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Air 
Tanah. 

27. Surat lzin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya 
disingkal SIPMA adalah Surat Izin Pengambilan Mata 
Air. 

28. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah 
yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah Surat Izin 
Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah. 

29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk mcnerima, menyimpan, menyetorkan, 



SERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN J.N'a NOMOR 4L\ 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal : 3 Si?p"t.ltr1\Jer .?.Ol8 

Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal ·. 3 02pternber ?01'6 ---- 

ALATIGAr 

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Salatiga. 

Pasal II 
Peraturan Walikota 1111 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 2A 
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 

1 (satu) bulan kelender. 
(2) Saat terutangnya Pajak Air Tanah dalam masa pajak 

sebagamana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak 
diterbitkan dan/ a tau dikirimnya SKPD. 

2. Di a ntara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 2A, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai 
berikut: 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD 
yang membidangi pendapatan daerah. 

30. Bendahara Pcnerimaan Pembantu adalah pejabat 
fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas 
Bendahara Pcnerimaan. 

31. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak 
ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang 
dari Wajib Pajak. 


